
BuPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULu

PERATURAN BUPATI REIANG LEBONO
NOHOR    /2        TAIIUN 2022

TBNTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAV HARI RAYA DAN GAII KETIGA BELAS
TANG BERsuMBER DARI ANGCIARAN PENDAPATAN DAN BELANjA DAElun

KABUPATEN REUANG LEBONG TAHUN 2022

DENCIAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RELANG LEBONG,

Meninbang          :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal  17 ayat (2)
Peraturan  Pemerintah  Nomor   16  Tahun  2022   tentang
Pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  dan  Gaji  Ketiga  Belas
Kepada Aparatur Negara,  Pensiunan,  Penerina Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan
Peraturan  Bupati  tentang Teknis  Pemberian  Tunjangan
Hari  Raya  dan  Gaji  Ketiga  Belas  yang  Bersumber  dari
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerch  Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2022.

Men8ingat 1.    Undang-Undang    Nomor    9    Tahun    1967    tentang
Pembentukan  Propinsi  Bengkulu  (Lembaran  Negara
Republik     Indonesia     Tahun      1967     Nomor     19,
Tambahan   Lembaran   Negara   Repuunk   Indonesia
Nomor 2828) ;

2.

3.

Undang-Undang   Nomor    12   Tahun   2011    tentang
Pembentukan       Peraturan       Perundang-undangan
(I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011
Nomor  82,   Tambahan   Lembaran   Negara   Repuunk
Indonesia Nomor 5234) ;
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Repubhik
Indonesia    Tchun    2014    Nomor    244,    Tarnhahan
Iiembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana  telah   diubah   beberapa   kali   tel.akhir
dengan    Undang-Undang   Nomor    11    Tahun    2020
tentang   Cipta   Kelja   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2020    Nomor    245,    Tambchan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun  1968 tentang
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun   1967
dan Pelaksanaan Pemerintchan di Propinsi Bengkulu
(I€mbaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1968
Nomor   34,   Tambahan   I.embanan   Negara   Republik
Indonesia Nomor 2854);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor  12 Taliun 2019 tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Berita     Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian  Tunjangan   Hari   Raya   dan   Gaji   Ketiga
Belas Kepada Aparatur Negara,  Pensiunan,  Penerima
Pensiun,   dan   Penerima   Tunjangan   Tahun   2022
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022
Nomor  98,   Tanbahan   Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Nomor 6787) ;

7.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun
2015  tentang  Pembentukan  FToduk  Hukum  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    120    Tahun    2018
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  Nomor 80  Tahun  2015  tentang Pembentukan
Fhoduk   Hukum   Daerah   (Berita   Negara   Repubhik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun
2018  tentang Badan  I.ayanan Umum  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Taliun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah   (Berita   Negara   Repubuk   Indonesia   Tahun
2020 Nomor  1781);

10.  Peraturan   Daerah   Nomor   9   Tahun   2016   tentang
Pembentukan    dan    Susunan    Peran8kat    Daerah
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah
dengan   Peraturan   Daerah   Nomor   2   Tahun   2018
tentang Perubahan Atas Peraturan  Daerah  Nomor 9
Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan   Susunan
Perangkat     Daerah     Kabupaten     Rejang     I.ebong
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rejang Lebong Tahun
2018 Nomor  133);

11.  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota
Dewan Perwaldlan  Rakyat Daerah Kabupaten Rejang
Ijebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Talun 2017 Nomor 127);

12.  Peraturan   Daerah   Nomor   9   Tahun   2021   tentang
Pokok-Pokok       Pengelolaan       Keuangan       Daerah
(Lemharan  Daerah  Kabupaten  Rejang Lebong Tahun
2021  Nomor  163);

13.  Peraturan   Daerah   Nomor   11   Tahun   2021   tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rejang   Lebong   Tahun   Anggaran   2022   (Lembaran
Daerah Kabupaten Re].ang Lebong Tahun 2021 Nomor
165).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan           :    PERATURAN    BUPATI    TENTANG   TEKNIS    PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER    DARI    ANGGARAN    PENDAPATAN    DAN
BELANJA    DAERAII     KABUPATEN     REJANG     LEBONG
TAHUN 2022

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.   Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.   Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.   Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4.   Walril Bupati adalah Walril Bupati Rejang I.ebong.
5.   Pejabat Negara adalah Bupati dan  Wakil Bupati Rejang I,ebong.
6.   Ketua,  Waldl Ketua dan Anggota Dewan  Pervakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya  disebut  Flmpinan  dan  Anggota  DPRD  adalah  pimpinan  dan
anggota   DPRD   Kabupaten   Rejang   Lebong   yang   telah   mengucapkan
sumpah /j anj i berdasackan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.   Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagal Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawalan untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

8.   Calon    Pegawal    Negeri   Sipil    yang selanjutnya disingkat cpNs adalah
Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawal Negeri Sipil
tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban
untuk memenuhi syarat sebagal Pegawal Negeri Sipil dengan gaji 1000/o.

9.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang
dibahas   dan   disetujui   bersalna   oleh   Pemerintah   Daerah   dan   DPRD
Kabupaten Rejang I.ebong, dan ditetaphan dengan Peraturan Daerah.

10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
11. Tunjangan  adalah  pembayaran  yang  dilakukan  secara  teratur  kepada

karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
12. Gaji  adalah  hak  pegawai  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk

uang sebagal imbalan dari pemberi kelja kepada pegawai yang ditetapkan
dan   dibayarkan   menurut   suatu   peljanjian   kelja,   kesepakatan   atau
peraturan perundang-undangan.

13. Satuan Keja Peran8kat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat  daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Rejang  Ilebong  selaku
pengguna anggaran / barang.

14. Badan  I.ayanan Umum  Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem   yang   diterapkan   oleh   Satuan   Kelja   Perangkat   Daerah/Unit
Pelaksana  Teknis  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Rejang  Lebong
dalam   memberikan   pelayanan   kepada   masyarakat   yang   mempunyai
fleksibilitas dalam  pola pengelolaan  keuangan  sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
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15. Surat  Permintaan  Pembayaran  yang  selanjutnya  disingkat  SPP  adalah
dokumen  yang  diterbitkan  oleh  pg.abat  yang  bertanggung jawab  atas
pelaksrmaan     kegiatan/bendahara    pengeluaran    untuk    mengajukan
pemintaan pembayaran.

16. Surat   Perintah   Membayar   yang   selanjutnya   disingkat   SPM   adalah
dokumen  yang  digunakan/diterbitkan  oleh  pengguna  anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD.

17. Surat Perintah  Pencalran  Dana yang selanjutnya disingkat SP2D  adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB 11
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BEIAS

Pasal 2

(1)  Tunjangan  Hari  Raya  dan  Gaji  Ketiga  Belas  diberikan  kepada  Aparatur
Negara yang terdiri dari :
a. PNS dan Calon PNS;
b. Pejabat Negara;
c. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
d. Pinpinan BLUD.

(2)  PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a termasuk :
a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang

gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
b. PNS penerima uang tunggu; dan
c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

(3)  Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b terdiri atas
Bupati dan Wakil Bupati.

(4)  Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d teldiri atas :
a. Dewan Pengawas; dan
b. Pejabat Pengelola.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS dan
Calon PNS dalam hal :
a.   sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b.   sedang  ditugaskan  di  luar  instansi  Pemerintah  Daerah  balk  di  dalani

maupun   di   luar   negeri   yang   gajinya   dibayar   oleh   instansi   tempat
penugasrm.

Pasal 4

(1)  Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan/beras;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e. tambahan   penghasilan   sebesar   50%   (lima   puluh   persen)   dengan

ketentuan dapat dibayarkan pada akhir Tahun Anggaran 2022 dengan
memperhatikan kemanipuan kapasitas riskal daerah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ,

sesual jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
(2)  Tunjangan  Hari  Raya  dan  Gaji  Ketiga  Belas  bagi  Pejabat  Negara  terdiri

atas :

4



a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan.

(3)  Tunjangan  Hari  Raya dan  Gaji  Ketiga  Belas  bagi  Flmpinan  dan Anggota
DPRD,    paling   banyak   sebesar   akumulasi   dari   uang   representasi,
tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4)  Tunjangan  Hari  Raya dan  Gaji  Ketiga Belas bagi  Pimpinan BLUD,  paling
banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan
kepada   PNS   pada  BLUD   tersebut  yang  jabatan,   pangkat,   peringkat
I.abatan, atau kelas I.abatannya setara.

(5)  Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan/beras;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e. tambahan   pen8hasilan   sebesar   50%   (lima   puluh   persen)   dengan

ketentuan dapat dibayarkan pada akhir Tahun Anggaran 2022 dengan
memperhatikan kemanipuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ,

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

Pasal 5

Tunjangan  Hard  Raya  dan  Gaji  Ketiga  Belas  sebagalmana  dimaksud  dalam
Pasal 2 ayat (1), tidak termasuk :
a.   insentif kinelja;
b.   insentif keria;
c.   tunjangan pengelolaan arsip statis;
d.   tunjangan   bahaya,    tunjangan   resiko,   tunjangan   kompensasi,   atau

tunjangan lain yang sejenis;
e.   tunjangan pengamanan;
f.    tunjangan    profesi    atau    tunjangan    khusus   guru    atau    tunjangan

kehormatan;
9.   tamhahan penghasilan bagi guru;
h.   insentif khusu8;
i.    tunjangan  pengabdian  bagi  PNS  yang  bekelja  dan  bertempat  tinggal  di

daerali terpencil ;
j.    tunjangan  atau  insentif yang  ditetapkan  dengan  pel`aturan  perundang-

undangan atau produk hukum daerah; dan
k.   tunjangan  atau  sebutan  lain  diluar  ketentuan  8ebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 4.

BAB Ill
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

(1)  Tunjangan  Hari  Raya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1),
dibayarkan  paling  cepat  10  (sepuluh)  hari  kelja  sebelum  tanggal  Hari
Raya.

(2)  Dalam  hal  Tunjangan  Hari  Raya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah
tanggal Hari Raya.

(3)  Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dengan didasarkan komponen penghasilan yang
dibayarkan pada Bulan April Tahun 2022.
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Pasal 7

(1)  Gaji   Ketiga   Belas   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2   ayat   (1),
dibayarkan paling cepat pada Bulan Juli.

(2)  Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  belum
dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah Bulan Juli.

(3)  Gaji  Ketiga  Belas  yang  dibayarhan  mengikuti  ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dengan didasarkan komponen pen8hasilan yang
dibayarkan pada Bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 8

(1)  Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) , dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
penmdang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

(1)  Dalam hal Aparatur Negara sesual ketentuan dapat menerima lebih dari  1
(satu) Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya
atau  Gaji  Ketiga Belas yang  dibayarkan  hanya  1  (satu)  Tunjangan  Hari
Raya atau Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

(2)  Dalaln   hal   Aparatur   Negara   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (I)
menerima lebih dari  1  (satu) Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas,
maka kelebihan pembayaran 'I\mjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas
tersebut  merupakan  utang  dan  wajib  mengembalikan  kepada  negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tata  cara  pengajuan  dan  penerbitan  SPP,  SPM  dan  SP2D  Tunjangan  Hari
Raya dan  Gaji  Ketiga Belas dilakukan  sesual dengan peraturan  perundang-
undangan.

BAB IV
ANGGARAN

Pasal 1 1

Anggaran pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan
pada APBD Kabupaten Rejang I.ebong Tahun Anggaran 2022.

BABV
KETENTUAN   PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Rejang
Lebong  Nomor  13  Tahun  2021  tentang  Teknis  Pemberian  Tunjangan  Hari
Raya dan  Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja   Daerah   Kabupaten   Rejang   Lebong   Tahun   2021,   dicabut   dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 13

Peruturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kabupaten  Rejang
IJebong.
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BERITA DAERAH KABupATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 4rs
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